
jdih.kpu.go.id/riau/rohil 
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN ROKAN HILIR 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN ROKAN HILIR 

NOMOR 23 TAHUN 2026 

TENTANG  

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU 

TRIWULAN II TAHUN 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang 

menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data 

pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Rokan Hilir telah melakukan rekapitulasi pemutakhiran 

data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka 

yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir 

61/PL.01.2-BA/1407/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang 

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

Triwulan II (Kedua) Tahun 2026; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan 

Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data 

SALINAN 



jdih.kpu.go.id/riau/rohil 
 

Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi 

Riau Triwulan II Tahun 2026; 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547);  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN ROKAN HILIR 

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu 

dan Hukum, 

 

 

 

Reza Pahlawan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 

200); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN 

HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 

KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN II 

TAHUN 2026. 

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau  

Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam 

formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran 

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di Bagansiapiapi 

 pada tanggal 2 Juli 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN ROKAN HILIR, 

 

ttd. 

 

EKA MURLAN 

 



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 23 TAHUN 2026

PROVINSI : RIAU

KABUPATEN/KOTA : ROKAN HILIR

L P L+P

1 KUBU 10 10.720 10.202 20.922

2 BANGKO 15 31.312 29.608 60.920

3 TANAH PUTIH 17 28.110 27.398 55.508

4 RIMBA MELINTANG 12 14.832 14.240 29.072

5 BAGANSINEMBAH 13 25.907 26.126 52.033

6 PASIR LIMAU KAPAS 8 15.257 14.263 29.520

7 SINABOI 6 7.954 7.353 15.307

8 PUJUD 11 12.947 12.707 25.654

9 TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 6 6.029 5.908 11.937

10 BANGKO PUSAKO 16 24.351 23.281 47.632

11 SIMPANG KANAN 6 9.777 9.409 19.186

12 BATU HAMPAR 5 3.717 3.505 7.222

13 RANTAU KOPAR 4 2.545 2.500 5.045

14 PEKAITAN 10 6.559 6.012 12.571

15 KUBU BABUSSALAM 12 9.543 9.243 18.786

16 TANJUNG MEDAN 12 14.262 13.473 27.735

17 BAGAN SINEMBAH RAYA 10 8.337 8.059 16.396

18 BALAI JAYA 11 20.596 19.662 40.258

TOTAL 184 252.755 242.949 495.704

ttd.
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No Nama Kecamatan
Jumlah 

Desa/Kel

Jumlah Pemilih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

EKA MURLAN

OLEH KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

TRIWULAN II TAHUN 2026

Keterangan

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

TRIWULAN II TAHUN 2026

Model A-Rekap Kabko-PDPB

REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

Reza Pahlawan


